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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOTilUKO

NOMOR 5 TAHUN 2OO7

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHN'AT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi, maka sebagai kewenangan dibidang
KetenagakerjaansudahmenjadikewenanganKabupaten/Kota, i,
bahwa berdasarkan kewenangan dibidang Ketenagakerjaan
tersebut, maka dalam pengawasan dan pembinaan dibidang
Ketenagakerjaan di Kabupaten Mukomuko diperlukan izin
Ketenagakerjaan;

bahwa untuk pelaksanaan fzin Ketenagakeriaan tersebut diperlukan
dana yang memadai, sehingga perlu dipungut Retribusi;

bahwa berdasarkan Ftimbangen sebagaimana dir&aks{.rd dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi lzin Ketenagnkerjaan Kabupaten Mukomu ko;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Urdang-Urdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lernbaran Hegara fknor ffis) !o Urdaru.
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentarg Perubahan Atas tlrdangF
Ureg lknff 18 t*run 1S7 tentarg Paiak Daerah dan Retribusi
drer*t fte*reran Negara R€pr$lik Indoresia Tahun 2000 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republk lndonesia Nons 4&48);

Mengingat

b.

d.

:1.

2.

3.

user
Textbox
Dicabut dengan Perda No 4 Tahun 2011

user
Textbox
SALINAN



i-.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
( Lembaran Negara Rl Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2404 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437\ sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 20Sl tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2AA5 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nornor A5d;Sl,;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun zA04 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Derah
(Lembaran Negara Republk lrdffsia Tahun zOffi lkrs 126-
Tambahan Lembaran Negara Nomor 41.Wr;

7- Peraturan Psnsir*ah f.lonror 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undarq-undang Nornor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran $legara Refl^ffi trdmee&a T**sr lffi' Itbrrnr
06, Tambahan Lembaran Negara ll€fflor 3258);

L Fer*ran kr-rir** lkrsr 25 T*tun 2ffi bntar€ Kemenangan
kr*edr** Prop*nsi Sebagai Daerah Otorwr (Lembaran Negarq,,
Repubfk lrdors*a T*un 2W $|ornor 54, Tar#wr Lernhan
Negara Nwtor 3*521;

9. Per*ran knerhffir l{snor 1t}5 Tah$n 2(XX} bntarq Peqgelolaan
dan krtarggffi€ia$fiaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lrdryesb Tafuin 20En lbnfr 2fi2, Tar$#r l-e*r$ran
Negara Nomor a$Zl;

lo'Msan Mr l{snor S Tahun 2m1 te*tang Retribusi
eerah { Lernbaran }&gara Rep{.rblk lndonesia Nomor 119 Tahun
2OO1, Tanbahan Lenfurar f$aa nryg* lr&res*a lfuNrnr
4139);

ll.kr*ran krsintah l$rrpr S Tahun UX)s tentang Pengelolaan
Keuargan Daerah { Lernbaran t€gara Republik lndonesia Nomor
140 Tahun 20&5, TarMwr Len$aan t@a ReSffi lnfus*a
Nomor 45781;

l2,Mran Pernerir*afi f.loms 79 Tahun 2tX)5 ter*ang Pedoman
Pembinaan dan Pengrarrasan Penyefenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lernbaran }*egara Replb$k lrdoresia Tafn r| M ilornor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593).
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Dengan Persetujuan Betsama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
Bupati adalah Bupati Mukomuko;
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatasl'
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
&rqan narn dan dalam benfuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Penerbitan izin mendirikan Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(PJTKI), adalah pemberian surat penetapan untuk mendirikan Cabang, bagi PJTKI
pusat yang akan mendirikan cabang di Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan
kegiatan penetapan Tenaga Kerja Indonesia baik didalam maupun luar negeri;

Penerbitan izin mendirikan lembaga htihan snrsta da$r pernb*rt surat
penetapan untuk mendirikan suatu badan, organisasi, instansi atau @e yar€
t|ilt*ggrykt t{eft srcta y4g @ latihan keria bagi angkatan
kerF fui rtrement** retraatan }a€ d*etap*an W b@e fatihan keria mandiri
atau brnbaga latihan keria di perusfwr
tEin Penan$afian Prcgram l-atihan adalah penambahan pr€ram latihan yang
&fi"dcan obfi @e latihan yang t€fah rnendapat izin pendirian untuk penambahan
program latihan sesuai dengan persyaratan yarg t. h ditetapltan;

lzin l(erftt iltalarn Wanita adalah izin yang diberikan kepada pengusaha/pengurus
untt* d#t nsrpelceffian tenaga kerja wanita dari pukul 18.00 s/d pukul 06.00
wib;

lzin Penyimpangan Waktu Kerja adalah izin yang diberikan kepada
pengusahalpengurus untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja melebihi dari 7 jam
sehari, 40 jam seminggu
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11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kota dalam
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

12. Retribusi izin ketenagakeriaan adalah pembayaran atas pemberian izin
ketenagakerjaan yang meliputi penerbitan izin mendirikan cabang Perusahaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), lzin Mendirikan Lembaga Latihan Swasta, lzin
penambahan program latihan setiap kejuruan izin keria malam wanita dan izin
penyimpangan waktu kerja;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, pengusaha dan pengurus Frusahaan yang
menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi wajib lapor rnelakukan
pembayaran retribusi;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
pernberian izin ketenagakerjaan dari pemerintah kabupaten.

15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusiyang terutang menurut Perundang-undangan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang setanjutnya dapat'
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
iumlah retribusi yang ditetapkan.

18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau
tidak seharusnya terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan dan atau sangsiadministrasi berupa bunga dan atau denda.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
wajib retribusi.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelofa data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah brdasarkan Peraturan Perundang-undar€an
retribusi daerah.

22. Perryidikan Tindak P*Jana dibktang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik PNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bahn brrki yar€ er€ffi hddi brseh* $sr*Et
terang tindak pidana dibidang retribusi daerah 1rar€ teridi wta r*erwr**sr
tersangkanya untuk dibawa ke Pengadilan.



BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Ketenagakerjaan maka dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin mendirikan Gabang PJTKI, Pemberian lzin Mendirikan
Lembaga Latihan Swasta, izin penambahan program latihan setiap kejuruan, izin kerja
malam wanita dan izin penyimpangan waktu kerja.

Pasal 3

Objek Retribusi lzin Ketenagakerjaan meliputi :

a. Penerbitan izin mendirikan cabang PJTKI.
b. Penerbitan izin mendirikan lembaga latihan swasta.
c. lzin penambahan program latihan kejuruan pada lembaga latihan swasta.
d. lzin kerja malam wanita
e. lzin penyimpangan waktu kerja.

Pasal 4

Subjek Retribusi lzin Ketenagakerjaan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin ketenagakerjaan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi lzin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PENYEDIAAN JASA

Pasal 6

Jasa yang diberikan adalah :

(1) Perlindungan terhadap penyelenggaraan usaha pelatihan.

(2) Perlindungan terhadap calon tenaga kerja

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin yang dimaksud dalam pasal 3
Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

tr



BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin Ketenagakerjaan yang diberikan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi biaya persediaan blangko, pengesahan sertifikat, pengawasan,
pengendalian, serta biaya operasionaf.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10 a..

(1) Tariftarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan perizinan

(2) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retrubusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mukomuko di tempat pelayanan
Ketenaga Kerjaan diberikan.

No Jenis lzin Tarif (Rp)

1

2

3

4

5

lzin Mendirikan Cabang PJTKI

lzin Mendirikan Lembaga Latihan Swasta

lzin Penambahan Program Latihan Setiap Kejuruan

lzin Kerja Malam Wanita

lzin Penyimpangan Waktu Kerja

100.000,-

25.000,-

5.000,- / orang



BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

('t) Setiap wajib retribusiwajib mengisi SPDORD.

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14
ir

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi
terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yangdi
persamakan.

_ (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang
semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka
dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEiIUNGUTAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi lzin Ketenagakerjaan dibayar lunas pada saat memperoleh
jasa ketenagakerjaan.

(2) Atas pembayaran retribusi seperti dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti
pembayaran berupa tanda terima (kwitansi) yang bentuknya akan ditentukan oleh
Bupati.



BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya dan kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa 2 o/o (dua persen) tiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan Surat
Retribusi Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusiyang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.

(2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran
retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.

(3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan
keputusan Bupati. r..

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak
tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alas an-
alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib
retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusitersebut.



(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB, diterbitkan, kecuali
apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
da (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehinga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusidan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 21

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusiyang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah bwat dan Bupti trak
memberikan suatu surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut diargigap
dikabulkan.

BAB XVIII
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam iangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dahm jangka uaktu palirg lama
satu tahun.

t4) Apabila wajib retribusi rrlernpunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pmbayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dahm jangka waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian Fmbayaran retrth.*si dikr*dl d#r b*d 'ta$fa s#t
dua bulan, Bupati mernberkan imbatan ebmar 2 % sehJf.rn fu kffir
membayar kelebihan retribusi.

$,



Pasal 23

(1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diaiukan secara tertulis

kepada Bupati deigan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi
b. Masa retribusi
c. BesarnYa kelebihan Pembayaran
d. Alasan Yang singkat dan jelas

(2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara

langsung atau melalui Pos tercatat'

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan

bukti saat permohonan diterima Bupati'

Pasal24

(1) pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah

pembaYaran kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungL"n dengan utang retribusilainnya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2d ayat (4) Peraturan Daerah ini, pernbayaran

dilakukan oengan cara peminoin bukuan-dan bukti pemindah bukuan iuga berlaku

sebagai bukti PembaYaran.
$

BAB XIX
PENGURANGAN,KERINGANAHDANPEPBEBASA}*RETRffi'SI

Pasal 25

(1) Bupatidapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi'

(2) pemberian pengurangan atau keringanan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat
' ' 

(1) diberikan de-nganiremperhatikan kemampuan wajib retribusi'

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh

Bupati.

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, meniadi kadaluarsa setelah melampaui

jangka waktu tig" i"ftui terfiitung g,elak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib

retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

tertangguh aPabila :

a. Diterbitkan surat teguran.
b. Ada pengakuan utang retribusi dan

langsung.

wajib retribusi baik langsung maupun tidak



BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal27

(1) pejabat pNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus

sebagai penyidik untuk melat<ut<an penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan

Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud datam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas-

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah-

d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen4okumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusidaerah'

e. Melakukan penggeledahan untuk
pencatatan, dan dokr"lmen{okumen
bahan buktitersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dengan

tindak pidana di bidang retribusidaerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang men_inggalkan ruangan atau- tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusidaerah.

i. Memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab'

(3) penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi tahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum

metitui penyidik peiaUat polisl negara Rl, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku'

mendapatkan bahan bukti pernbukuan,
lain, serta melakukan penyitan teftadap

t.



BAts XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(3) Waiib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancarn pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling

banyak empat kali jumlah retribusi terutang.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB Xxlll
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi-

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturarr Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih laniut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31 il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dierah ini dengan-penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten mukomuko.

DitetaPkan di Mukomuko
Pada tanggal 4 rUltt 2007

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

IGHWAN YUNUS

Diurrdangkan di Mukomqkq. ..^]
Pade tanggat

SEKRETARIS
{ nufl 2oo7

IEN ITIUKOMUKO,

h.
6rLEIIItsARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKOTAHUN 2OO7 NOUOR




